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Makro Ekonomi dan Penerimaan Negara

Gambar 1. Kontmbusi FREF Migas terhadap PR EP Scktor SI% dam PR EBEF Total 20008 — 2015])

*dalam miliar rupiah

A R DA T T Ay

= 58
_ - - [ |
P i T T = a1 ST 00 nEEE DR S

e sk 2R N BL 460 aanaNegar a

Sumber - Laparan Keuwsngan Pemerintah Pusat | LEPE 38944 — 23mE) & BEPS

Hi

Gambar 2 Kontrdbusi FHNEF Pertambangan Umum terhada p PR EF Total { 3004 — 2015)

PNBP Migas & Pertambangan  dalam miliar rupian
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Sumber : Laporan Keuwangan Femermtah Fusat (LKFE 200 4 —2018)



Pajak Penghasilan (PPh) Migas

Gambar s Fajak Penghasilan Migas{ooas - 2ms) Gambar& Fajak Fenghasilan Migas W5 Total PPh (2004 - 2ms)
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Sumber : Laporan Keuangan Femermtah Fusat (LKFE 200y -a018)

Ekspor Migas

Gambar 7 Valume Ekspar Migas dan Non-Migas {145 ~2015) Gambar & Nilai Ekspar Migas dan Nan-Migas (1935 ~ 2015)
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Sumber : hadan PusatStatistik 2015



Gambar 18. Persentase Kontrbusi PDB Sektor bigas dan Tambang {Serta Indust i Pengalahan Turunannya)
Terhadap Total FLE (Harga Berlaku) Tahun 3608 - 207
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Sumber Badan Pusat Statistk, Daolah (FWYF Indonesia, 2005

Gambar 1. Persentase Perbamdingan POE Migas - Pertam bam gam Urmum dam
Industri Pengalahannya dengan P DE Sektor Lainmya i385 - 217
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Sumber: Badan Pusat Statistk, Daolah (FWY P Indonesia, 2015



Gambar 12 Persentase Pertumbuhan PDB Mgas ~ Tambang dan
Industn Fengalahan Turun annya {Triljun Rupaah): 2000 ~2014
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Sumber: Badan Pusat Statustik Deolah (PWYP Indonesm a, 2018)

Gambar 14 Perbandingan Persentase Pertumbuhan POE Total dengan PDE Migas-Tambang

dan Industn Pengolahan Turunannya { Harga Berlakuy) : Tahun 204040 - 2M7
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Gambar Kansumsi Energl Indanesia dalam millians tan ail ayuivalent-FMTOE)
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Sumber EP Stat istical Review, 2017

Gambar 2. Bauran Energi Pnmer di Indonesia {dalam %)
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Gambar. Konsuma, cadangan dan produksi manyak nasianal {1994 - 2015)
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Gambar . Konsuma, Cadangandan Produksi Gas Bumi Namonal {1999 - 2815)
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Produksi dan
Sumberdaya
Cadangan
Batubara
Indonesia

Gambar . Sumberdaya danCadangan Batubara Indonesia {dalam Juta Ton)
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Gambar . Wblume Produksi Batubara Ekspor VS Damestik {dalam Juta Tan)
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Sumber: Laporan Kinerja Ditjen Minerba (20 15-2015), Kementerian ESDM & APBI 2a18)



Dinamika Otonomi Daerah Sektor SDA
Era Reformasi

Rezim ’22 Rezim ’32 Rezim ‘23

« Demokrasi & Demokratisasi * Pembentukan daerah dan kawasan khusus * Pemindahan kewenangan pemberian izin
* Titik berat otonomi di Kab/Kota * Pembagian urusan pemerintahan (Pusat- pertambangan dari Kabupaten ke Provinsi
* Sistem otonomi luas dan nyata Daerah, Wajib — Pilihan) (dan Pusat)
» No mandate without founding (kewenangan * Penguatan posisi gubernur * Kewenangan pengawasan di Pusat

* Penguatan rakyat melalui Pilkada Langsung * Transisi P3D yang problematis

disertai pembiayaan)
* Penguatan rakyat melalui DPRD
* Kewenangan daerah untuk menerbitkanizin

* Kewenangan daerah untuk menerbitkanizin
sumberdaya alam selain Migas

Kewenangan cacran uniLme | 2ooming lzin Tambang di Daerah a—— e .
«Era Dimulz:/i Ekploitasi SDA ogleh Daerah » Praktik politik rente semakin marak dalam ¢ Revisi UU 4/2009 3
sektor SDA FRTppppp————————————
_________________________ * Moratorium Izin Tambang Pasca UU 4/2009 s
; U 22/2001 e errn et ) : Revisi UU 22/2001 :
i ............ / ........... UU 4/2009 T p———— ’
Lassssssssssssnnnnnnnnnnas "
UuU 22/1999 UU 32/2004 UU 23/2014

Revisi UU 33/2004

UU 25/1999 Uu 33/2004

* Desentralisasi Fiskal

« Daerah berhak atas sumber penerimaan dari * Revisi UU Pemda belum disertai dengan revisi UU
pemerintah pusat, berupa DBH Pajak, DBH Perimbangan Keuangan Pusat - Daerah
SDA, DAU & DAK

* Kesenjangan dan konflik antar pusat-daerah,
daerah-daerah terkait SDA




Perkembangan IUP di Indonesia

IUP C&C 6.004 IUP C&C 6.125

1 Mei 2011 IUP NON C&C 4.913 Korsup Minerba KPK 12 + 19 Provinsi IUP NON C&C 2.155
Rekonsiliasi CnC Penataan IUP CnC
Tahap |

Total (Des 2013)  10.917 Penerbitan Permen ESDM No 43/2015 Total ( Feb 2018)  8.280

2011 2011 2012 JPCIERDSIPNIVER SOOI WO0T

Per 1 Juli 2011 I 29 Juli 2016
Rekonsiliasi CnC Tahap | [11F]:Ae2: 10 6.353 pen:.;muman CNC

Era Booming Izin

|
Tambang I
I Okt-Nov 2012 | (I-Xvin) XVIII : 121 IUP Nov 2017, Ditjen Minerba, Ditjen
I I AHU,Ditjen Bea Cukai, Ditjen
I IUP NON 5.884 I IUP NON 3.687 Perhubungan Laut, Ditjen Daglu,
C&C C&C KPK dan Ombudsman
melakukan pemblokiran
Total 9.662 Total 10.040 pelayanan publik terhadap

2.509 IUP berstatus non C&C

Feb 2018,

Ditjen Minerba, Ditjen AHU,Ditjen
Bea Cukai, Ditjen

Perhubungan Laut, Ditjen Daglu,
KPK dan Ombudsman
melakukan pemblokiran
pelayanan publik terhadap

2.011 IUP yang SK-nya berakhir
pada Desember 2017

Sumber : ESDM, Diolah




Gambar 24 Persentase DEH SDA Migas - Tambang V5 DEH SDA Lainnya (2004 - 205)

Gambar 25 Milai DEH 5T Migas - Tambang {2004 2015)
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Sumber Laporan Keuangan Pemermtah Pusat (LKFF), Dulah (FWYF Indonesia, 2014)

Gambar 27 Kompasis nila DEH 5D Mimyak Bumd, Gas Bumii, dan Pertambangan Umum {3004 - 3815)
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Gambar 28 Indikator Tata Kelola Pemenntahan Indanesia 1996 -2016
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Gambar 24 Skar dan Ranking Indeks Perseps Korupsi §CFL Indonesia 1498~ 2017
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TAP MPR RI
No.
XI/MPR/1998
tentang
Penyelenggara
an Negara
Yang Bersih
dan Bebas
Korupsi, Kolusi
dan
Nepotisme

Pemberantasan Korupsi

Dan Inisiatif Transparansi Sektor Ekstraktif

UU 28/1999
tentang
Penyelenggaraan
Negara Yang
Bersih dan Bebas
dari KKN berikut
pembentukan
berbagai komisi
atau badan baru,
seperti Komisi
Pengawas
Kekayaan
Pejabat Negara
(KPKPN), KPPU,
atau Lembaga
Ombudsman.

UU 31/1999
Pemberantasan
Tipikor

PP 71/2000

Tentang Tata Cara

Pelaksanaan
Peran Serta
Masyarakat dan
Pemberian
Penghargaan
Dalam
Pencegahan dan
Pemberantasan
Tindak Pidana
Korupsi

Pembentukan Tim

Gabungan
Pemberantasan
Tindak Pidana
Korupsi
(TGPTPK) melalui
PP 19/2000

Perubahan Atas

Pemberantasan

KEP.KPK NO.

KEP.07/KPK/02/2005

Tentang Tata Cara
Pendaftaran,
Pengumuman, dan

Pemeriksaan Harta

Kekayaan
Penyelenggara

Negara

UU 30/2002
tentang Komisi
Pemberantasan
Tindak Pidana
Korupsi

UU 7/2006
Tentang
Pengesahan
UNCAC 2003

UU 14/2008
Tentang KIP

Uu 32/2009
Tentang PPLH

UU 46/2009
Tentang
Pengadilan
Tipikor

UuU 8/2010
Tentang
Pencegahan
dan

Perpres

Pemberantasan 55/2012

Tindak Pidana
Pencucian
Uang

Perpres
26/2010
Tentang
EITI

Tentang
Stranas Aksi
PPK 2012-2025

Indonesia
tergabung
dalam OGP

Perpres
13/2018
Tentang
Penerapan
Prinsip
Mengenali
Beneficial
Ownership

Perma
13/2016
Tentang Tata
Cara
Penanganan
Perkara
Tindak Pidana
Oleh
Korporasi



Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

RUDI RUBIANDINI

KPK menetapkan Mantan Menteri
ESDM, lero Wacik, sebagai tersangka
pada 3 September 2014

Kasus penyelewengan pengadaan
proyek dan dana operasional menteri

JERO WACIK
Divonis 4 Tahun Penjara.

'SKANDAL GUBERNUR

Bupati Bangkalan, Fuad Amin, divonis
13 Tahun oleh MA karena terbukti
menerima vang hasil tindak pidana
korupsi dari PT Media Karya Sentosa
untuk memuluskan pembelian gas alam
di Blok Poleng, Bangkalan, Madura s

Gambar 32. Sasaran Utama Koardinasi dan Supervia KPK di Sektor Pertambangan
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